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dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-
'PR/2025/PN Jakarta Pusat dapat dianalisis sebagai keadaan memaksa dalam
perspektif alasan pembenar Pasal 48 KUHP; dan (2) bagaimana pertimbangan
majelis hakim dalam putusan tersebut menilai kebijakan impor gula bagi industri
ditinjau dari penerapan alasan pembenar Pasal 48 KUHP terhadap pertanggung
jawaban pidana terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
yuridis kebijakan impor gula bagi industri dalam kondisi kedaruratan sebagai alasan
pembenar menurut Pasal 48 KUHP serta menilai pertimbangan majelis hakim
dalam mengaitkan kebijakan tersebut dengan pertanggungjawaban pidana. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor gula bagi industri dalam perkara a
quo memenuhi karakteristik sebagai tindakan yang dilakukan dalam keadaan
memaksa (overmacht), mengingat adanya kebutuhan mendesak industri nasional,
keterbatasan alternatif kebijakan, serta tidak ditemukannya bukti yang sah dan
meyakinkan mengenai adanya niat jahat (mens rea) atau keuntungan pribadi
terdakwa. Namun, majelis hakim belum secara optimal mempertimbangkan
keberadaan alasan pembenar Pasal 48 KUHP dan lebih menitikberatkan pada akibat
berupa kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan
bahwa pengabaian terhadap alasan pembenar Pasal 48 KUHP dalam perkara
kebijakan publik berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kepastian hukum
dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Impor Gula, Kedaruratan, Pasal
48 KUHP, Putusan Pengadilan Tipikor.
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‘Trade of the Republic of Indonesia, particulc

su y was taken under an emergency condition that may be
sta essity (overmacht) pursuant to Article 48 of the Indonesian C;

of the sugar import policy JSor industrial purposes in Corruption Court Decision
Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat can be analyzed as a state of
necessity from the perspective of the Justifying ground under Article 48 of the
Indonesian Criminal Code; and (2) how the panel of judges considered the sugar
import policy for industrial purposes in relation to the application of the justifying
ground under Article 48 of the Indonesian Criminal Code in determining the
defendant’s criminal liability. This research aims to analyze, from a legal
perspective, the sugar import policy for industrial purposes under emergency
conditions as a justifying ground pursuant to Article 48 of the Indonesian Criminal
Code, as well as to examine the judicial considerations in linking such policy to

criminal liability. The research employs normative legal research using the

statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the

research indicate that the sugar import policy for industrial purposes in the a quo
case fulfills the characteristics of an act committed under a state of necessity
(overmacht), considering the urgent needs of national industries, the limited policy
alternatives available, and the absence of valid and convincing evidence of mens

rea or personal gain on the part of the defendant. However, the panel of Jjudges did
not optimally consider the existence of the justifying ground under Article 48 of the
Indonesian Criminal Code and focused primarily on the financial loss to the state.

Therefore, this research concludes that the neglect of the justifying ground under
Article 48 of the Indonesian Criminal Code in cases involving public policy may
undermine the principles of justice and legal certainty in the adjudication of
corruption cases.

Keywords: Corruption Crime, Sugar Import Policy, Emergency Condition, Article
48 of the Criminal Code, Corruption Court Decision.

Code. The issues examined in this research are: (1) how the emergency condition
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